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NOMOR 878/SEK/SK/VII/2022 

TENTANG 
PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN 

BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan 

salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka 

reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan 

nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat, serta meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 

bahwa  dalam rangka pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, diperlukan 

pedoman untuk menyamakan persepsi  dan 

objektivitas dalam melakukan penilaian; 

bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 

RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di 

Bawahnya perlu diganti agar dapat mengakomodir 

kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah 

dan pesatnya kemajuan teknologi; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf ¢, perlu 

menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.



Mengingat . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung; 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - 

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum; 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer; 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



MENETAPKAN 

KESATU 

KEDUA 

10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005, tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

11.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 

12.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 

KMA/018/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan 

Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia; 

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 

MA/SEK/07/SK/IlI/2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik 

Indonesia; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 

2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI  AKUNTABILITAS 

KINERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI DAN 

BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 

Menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 

Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Menetapkan format dan isi laporan hasil evaluasi (LHE) 

akuntabilitas kinerja sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.



KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

Menetapkan lembar kerja evaluasi (LKE) akuntabilitas 

kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11l yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan 

evaluasi akuntabilitas kinerja pada unit kerja Eselon I 

dan Pengadilan Tingkat Banding. 

Pengadilan  Tingkat Banding melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja pada unit kerja Pengadilan Tingkat 

Pertama di wilayah hukum masing-masing. 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan 

pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja. 

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan 

menggunakan teknologi informasi paling Ilambat 

dilaksanakan tahun 2023. 

Pada saat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI ini 

berlaku, maka Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI 

dan Badan Peradilan di bawahnya, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggall2 Juli 2022 

S MAHKAMAH AGUNG 

ALIK INDONESIA, 

% 
/IASBI HASAN, S.H., M.H.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI 
NOMOR  :878/SEK/SK/VII/2022 
TANGGAL :12 JULI 2022 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN 

BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA 

BABI 

PENDAHULUAN 

A. Pengertian 

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

2. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian 

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 

pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 

akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 

disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

4. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan 

yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi 

yang perlu ditindaklanjuti. 

B. Latar Belakang 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program 

yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas 

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan 

dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus 

untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi 

implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten 

meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja 

(hasil) instansinya sesuai RPJMN. 

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk 

memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan 

dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya sesuai dengan prioritas 

program pemerintah saat ini. Oleh sebab itu pelaksanaan evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP) merupakan bagian yang 

inherent dengan SAKIP harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk 

melaksanakannya diperlukan adanya Pedoman Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Ri dan Badan Peradilan Yang 

Berada di bawahnya. 

. Kerangka Logis Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian 

dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan 

desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri 

dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis 

evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

PERUMUSAN TUSUAN EVALUAST 

g 
PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI 

L = 
PERANCANGAN DESAIN EVALUAST 

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUAST 

- 
| PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUAST l 



D. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh 

mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, 

schingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja di Lingkungan 

Mabkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya untuk 

berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) 

yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. 

Evaluasi akuntabilitas kinerja adalah aktivitas analisis yang 

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk 

tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Tujuan evaluasi adalah sebagai berikut: 

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 

b. menilai tingkat implementasi SAKIP. 

c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit kera di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP 

di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 

sebelumnya. 

E. Ruang Lingkup 

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh 

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk unit kerja Eselon 1 

dan Pengadilan Tingkat Banding, serta dibentuk oleh Ketua/Kepala 

Pengadilan Tingkat Banding untuk unit kerja Pengadilan Tingkat Pertama. 

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi 

SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka 

panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja 

jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, 

pengukuran kinetja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada 

pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. 

Dalam pencrapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain: 

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai 

untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;



. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai 

kinerja; 

. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 

pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam 

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 

. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan 

kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk 

efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 

. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja 

lainnya.



BAB II 

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan dalam 

dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang 

digunakan dalam evaluasi AKIP. Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian 

utama dalam evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih 

baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya. 

Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi 

AKIP, juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur 

keberhasilan atau pun keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat 

dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain: 

1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress); 

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif); dan 

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Kendala - kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam 

melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya 

anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan 

kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan 

perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut 

adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web. 

Namun demikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi 

merupakan salah satu strategi/upaya yang harus dilakukan untuk menjaga 

kualitas evaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal agar 

pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang 

perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan 

profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang akan 

dilakukan harus disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian 

kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing- 

masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga memerlukan 

desain evaluasi yang berbeda. 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus dipertimbangkan 

secara spesifik dalam pengumpulan informasi, antara lain: 

1. Jenis informasi; 

2. Sumber informasi; 

3. Metode pengumpulan informasi;



— 

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 

5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau hubungan sebab - 

akibat); dan 

6. Analisis perencanaan. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP yang perlu 

dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut: 

A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan 

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) evaluator, perencanaan evaluasi, 

pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi. 

1. Kebutuhan SDM Evaluator 

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan SDM yang 

memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan standar dan 

kode etik evaluator. Dengan semakin banyak SDM yang memenuhi 

standar dan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas 

yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil 

evaluasi AKIP yang berkualitas. 

Perencanaan Evaluasi AKIP 

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam 

keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena membetikan kerangka kerja 

{framework) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam 

melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa 

hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi 

AKIP, yaitu: 

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi; 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; 

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan 

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait. 

Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat 

dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu: 

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen 

ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP. 

Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui 

reviu atau wawancara langsung kepada evaluatan. 

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian informasi 

kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja, dokumen Rencana 
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Strategis, dokumen Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah 

misalnya, keselarasan antar komponen dalam perencanaan 

strategis, logika pelaksanaan program, dan logika strategi 

pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan, serta 

keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja. 

b. Evaluasi Terbatas 

Evaluasi ini menggunakan langkah:-langkah pada evaluasi 

sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 

pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas 

kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut 

atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau evaluasi 

untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas pada 

penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja pelaksanaan 

program tertentu. 

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut “Evaluasi” 

saja) 
Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi sederhana dan 

evaluasi terbatas yang ditambah dengan pengujian dan pembuktian 

di lapangan, baik dari praktik nyata atas implementasi SAKIP 

maupun kombinasi dengan hasil wawancara mendalam. Evaluasi 

AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara mendalam tidak 

harus dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau pun 

kebijakan, program, dan kegiatan pada Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan di bawahnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam terhadap uji 

petik (sampling) atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun 

kebijakan, program, dan kegiatan. 

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 

1. Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah 

kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan 

mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) 

karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan 

dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator 

perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan 

dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada 

pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih 

cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP



sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang 

meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

. Teknik Evaluasi AKIP 

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk 

memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei 

sederhana, survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset 

terapan (applied research), survei target evaluasi (target group), 

penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non- 

parametrik, pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross 

section analysis), analisis kronologis (time series analysis), tabulasi, 

penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol-simbol, dan 

sebagainya. 

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi 

AKIP akan bérgantung pada: 

a. Kedalaman evaluatan (Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di 

bawahnya) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP; 

b. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) 

permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan 

berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu 

juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh. 

Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain: 

a. Chekclist Pengumpulan Data dan Informasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi 

yang akan diisi dan dipenuhi oleh unit kerja pada Mahkamah 

Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya secara mandiri. 

Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, 

data, danfinformasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi 

AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

b. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana 

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada 

penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia 

data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat 
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dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui 

media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun 

digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu 

jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan 

ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara 

lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat 

bekerja sama. 

Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan 

melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini 

dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka 

mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

. Studi Dokumentasi 

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak 

secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari yang 

dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan 

perundangan dan media informasi baik cetak maupun 

elektronik/digital.



BAB I 

MEKANISME EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan, 

antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi 

yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan 

rancangan LHE, reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, 

seperti gambar berikut: 

Pendokumentasian 
Data i 

Analisis Data 

! Pembahasan dan Penyusunan. 

Reviu Roncangan LHE ‘ 

. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data 

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan 

dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja 

Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk 
memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan 

oleh unit kerja pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di 

bawahnya telah memadai, kemudian dapat diberikan saran atau 

rekomendasi guna meningkatkan AKIP. 

. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan LHE 

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan oleh tim 

evaluator, termasuk pengawas (supervisor) dan penanggung jawab atas 

informasi hasil evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE 

harus disusun oleh ketua tim dan setidaknya memuat: 

a. Nilai/Predikat Hasil Evaluasi 

b. Kondisi 

c. Rekomendasi 

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah diadakan pertemuan 

pembahasan di internal tim evaluator, dalam penerapannya perlu 
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dilakukan pembahasan rancangan LHE bersama-sama dengan tim yang 

lain. 

3. Reviu Rancangan LHE AKIP 

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan 

hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja pada unit kerja yang 

dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative 

finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jelas dan 

dikomunikasikan kepada pihak unit kerja yang dievaluasi untuk 

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan 

secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum 

penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas 

dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan 

yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan 

kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan 

data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam LHE. 

Setelah rancangan LHE disusun oleh ketua tim evaluasi, dilakukan 

reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan pengendali 

mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar kualitas 

LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab 

evaluasi. 

a. Finalisasi LHE AKIP 

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan 

evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh 

penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang dilakukan setelah adanya 

reviu berjenjang. 

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP 

Penyampaian LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan 

mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil 

evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. Penyampaian dan 

pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon, 

tindakan, dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada unit 

kerja sebagai pengguna hasil evaluasi dalam 

memperbaiki/meningkatkan implementasi SAKIP dan mendorong 

peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi 

hasil mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. 

4. Pengendalian Evaluasi AKIP 

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga agar 

evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi. 
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Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses evaluasi tetap terarah pada 

kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu, serta 

tepat biaya. 

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator; 

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim evaluator; dan 

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). 

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, pengawas, 

dan/atau penaggungjawab evaluasi) perlu dilakukan untuk menjaga mutu 

hasil evaluasi, antara lain dengan cara sebagai berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim evaluasi. 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas tim 

evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan penetapan kategori 

hasil evaluasi. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti mekanisme penerbitan 

surat tugas dan penerbitan LHE tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang 

berlaku. 

12



BAB IV 

PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, 

pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama 

adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra 

Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai 

berikut: 

Pra Evaluasi AKIP - i Evaluasi AKIP ; 

A. Pra Evaluasi AKIP 

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi 

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal secara 

umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra 

evaluasi, antara lain: 

a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama 

atau peran dasar unit kerja yang akan dievaluasi; 

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi 

c. Agar dapat imerencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara 

berkualitas dan sesuai tujuan. 

2. Jenis Data Dan Informasi Yang Dikumpulkan Pada Pra Evaluasi 

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa 

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait unit kerja yang akan 

dievaluasi, antara lain: 

Peraturan perundangan yang mendasari; 

Mandat; 

Tugas, fungsi, dan kewenangan; 

Struktur organisasi; 

Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain; 

Permasalahan dan isu strategis; 

Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja); 

Aktivitas utama; 

Sumber pembiayaan; 

Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian kinerja; 

. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan 

Hasil evaluasi AKIP tahun seabelumnya. 
1 
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Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak 

pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya 

pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami unit kerja yang akan 

dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data 

awal dalam merencanakan evaluasi. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi 

Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cheklist 

pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab 

sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan 

informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti 

peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun 

elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP 

juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa 

cara tersebut. 

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian 

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun 

sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi 

merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam 

implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu 

diungkap melalui evaluasi AKIP ini, antara lain: 

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk 

mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah 

menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai 

kinerja; 

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian 

kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya 

perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar 

dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja 

berikutnya; 

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan 

nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk 

efektifitas dan efisiensi kinerja; dan 

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian 

beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam 
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penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan 

evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja 

mengimplementasikan SAKIP. Komponen- komponen tersebut 

kemudian dituangkan dalam LKE, sesuai dengan kriteria masing- 

masing komponen. Variabel- variabel tersebut, yaitu: 

a. 

dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut: 

Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

Sub-komponen 

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan 

pada setiap komponen. 

Kriteria 

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub- 

komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau 

belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi 

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, LKE 

kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai bahan 

dasar dalam menyusun LHE. Variabel dalam LKE AKIP 

dapat dipetakan sebagai berikut: 



aktivitas yang mendukung 
inerja. 

6. Terdapat dokumen perencanaan 

2.Dokumen 

Kebutuhan atas Kmex]a 

4. Kualitas Rumusan Has:l 

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
telah menggambarkan kondisi 
Kinerja Utama yang harus | 
dicapai, tertuang secara 

berkelanjutan (sustainable - 
tidak sering diganti dalam 1 
pemdepcmmanstrateg!s) 

selaras antara Knndxsx/flasxl 
yang akan dicapai di setiap 
level jabatan (Cascading). 

9. Perencanaan kinerja dapat 
memberikan informasi tentang 
hubungan kinerja, strategi, 
kebijakan, bahkan aktivitas 
antar bidang/dengan tugas 
dan fungsi lain yang berkaitan 
(Crosscutting). 

10. Setiap pegawai merumuskan 

dan menetapkan Perencanaan 
Kinerja. 

1. Anggaran yang ditetapkan telah 
‘mengacu pada Kinerja yang 

ingin dicapai. 
2. Akhvntas yang dilaksanakan 

telah mendukung Kinerja yang 

3. Target yang ditetapkan dalam 

Perencanaan  Kinerja  telah 
dicapai dengan baik, atan 
setidaknya masih on the right 
track. 
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. Rencana  aksi kinerja dapat 
berjalan dinamis karena capaian 
kinerja selalu dipantau secara 

perbaikan kinerja sebelumnya. 
Terdapat perbaikan 
/penyempmnm Dokumen 

berkomitmen dalam mencapai 

peduli, serta  berkomitmen 
dalam mencapai kinerja yang 
telah direncanakan. 

2 Penguk\n'an 

. Terdapat 

. Terdapat Definisi Operasional | 
yang jelas atas kinerja dan cara 
mengukur indikator kinerja. 

mekanisme  yang 
jelas terhadap pengumpulan 
data kinerja yang dapat 

diandalican. 
. Pimpinan selalu terlibat sebagai 

telah pengambil keputusan (Dectswn 
kebutuhan  dalam Maker) dalam mengukur capaian 
mewujudkan Kinerja Kkinerja. 
secara Efektif dan | 2. Data kinerja yang dikumpulkan 
Efisien dan telah telah relevan untuk mengukur 
dilakukan secara capaian kinerja yang 
berjenjang dan 
berkelanjutan 3. Data kinerja yang dikumpulkan 

telah mendukung capaian 

4. Pengukuran kinerja  telah 
dilakukan secara berkala. 

5. Setiap level organisasi 
melakukan pemantauan atas 
pengukuran capaian kinerja unit 
dibawahnya secara berjenjang. 

6. Pengumpulan data kinerja 
telah memanfaatkan Teknologi 
Informasi (Aplikasi). 

7. Pengukuran capaian kinerja 
telah memanfaatkan Teknologi 

| Informasi (Aplikasi) 
3.Pengukuran Kinerja | 1. Pengukuran Kinerja telah 

telah dijadikan menjadi dasar dalam 
dasar dalam penyesuaian  (pemberian [ 
pemberian Reward pengurangan} tunjangan 
dan Punishment, Kinerja / penghasilan. 
serta penyesuaian | 2. Pengukuran Kinerja  telah 
strategi. dalam menjadi dasar dalam 

| mencapai kinerja: penempatan / penghapusan 
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yang efektif dan 
efisien 

10. 

(Refocusing) 
Pengukuran  kinerja  telah 

i penyesuaian 
Strategi  dalam  mencapai 
kinerja. 
Pengukuran kinerja  telah 

Kebijakan dalam mencapai 

Pengukuran  kinerja telah 

mempengaruhi  penyesuaian 
Aktivitas dalam  mencapai 
kinerja. 
Pengukuran kinerja  telah 
mempengaruhi  penyesuaian 
Anggaran dalam mencapai 
kinerja. 
Terdapat efisiensi atas 
penggunaan anggaran dalam 
mencapai Kinerja. 
Setiap  unit/satuan kerja 
memahami dan peduli atas 
hasil pengukuran kinerja. 

peduli atas hasil pengukuran 

3. Pelaporan 1. Terdapat Dokumen 1. Dokumen Laporan Kinerja telah 
disusun. 

dipublikasikan. 
Dokumen Laporan Kinerja telah 
disampaikan tepat waktu. 

2. Dokumen Laporan | 1. Dokumen Laporan Kinerja 
Kinerja telah disusun  secara  berkualitas 
memenuhi Standar sesuai dengan standar. 
menggambarkan 2. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan 

Dolmmnn Laporan Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 
realisasi kinerja dengan target 

Jjangka menengah. 
Dokumen 

sebelumnya. 

Dokumen Laporan Kinerja telah 
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menginfokan perbandingan 
realisasi kinerja dengan realiasi 
kinerja di level 
nasxom/mtemasmnal 

kinerja ke depan (Rekomendasi 
perbaikan kinerja). 

13. Pelaporan Kinerja 
telah  memberikan 
dampak yang besar 
dalam penyesuaian 

strategi / kebuakan 
dalam 
tmnex]aberilmmya 

1. Informasi dalam laporan kinerja 
selalu menjadi perhatian 

utama pimpinan 
{Bertanggung Jawab}. 

2. Penyajian ml?ormasi dalam 

berkalamlahd:gunakandalam 

5. Informasi dalam laporan kinerja 
telah digunakan dalam evaluasi 
pencapaian keberhasilan 
kinerja. 

6. Informasi dalam laporan kinetja 
telah digunakan dalam 
penyesuaian perencanaan 

kinerja yang akan dihadapi 

4. Evaluasi 
Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

1. Terdapat pcdoma.u 
Evaluasi AKIP Internal. 

dilaksanakan pada seluruh unit 
kerja/perangkat daerah. 
Evaluasi AKIP Internal telah 
dilaksanakan secara berjenjang. 

1. Evaluasi AKIP Internal telah 



. Evaluasi AKIP Internal telah 

| 4. Evaluasi AKIP Internal telah | 
dilaksanakan pada seluruh unit | 
kerja/perangkat daerah. 

dilaksanakan 
‘Teknologi Informasi (Aplikasi). 

telah meningkat 
3. Implementasi SAKIP | 1. 

. Telah  terjadi 

. Hasil Evaluasi AKIP Internal 

Seluruh mkamendam atas hasil 

peningkatan 
implementasi SAKIP dengan 

melaksanakan tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil évaluasi AKIP 
internal. 

telah  dimanfaatkan = untuk 
perbaikan dan  peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

4. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal 
telah dimanfaatkan  dalam 
mendukung  efektifitas  dan 
efisiensi kinerja. 

5. Telah terjadi perbaikan dan 
peningkatan kinerja dengan 
memanfaatkan hasil evaluasi 
AKIP internal. 

2. Evaluator AKIP 

Pelaksana evaluasi AKIP adalah evaluator pada Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI dan evaluator pada Pengadilan 

Tingkat Banding dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan evaluasi 

akuntabilitas kinerja unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung 

RI dan Pengadilan Tingkat Banding yang dilaksanakan oleh Tim 

Evaluator yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RL 

b. Pengadilan Tingkat Banding melakukan evaluasi akuntabilitas 

kinerja Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukum masing- 

masing yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat 

Banding. 

c. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri atas: 

1) Penanggung Jawab 

2) Pengawas (Supervisor) 

3) Ketua Tim 

4) Anggota Tim 
yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan 

mengisi LKE dan menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada 

pihak yang dievaluasi {(Evaluatan). 
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d. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan satu kali dalam 

setahun. 

e. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada kertas kerja evaluasi. 

f. Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani 

oleh penanggung jawab evaluasi. 

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan 

“Professional Judgements® dari evaluator karena terkait dengan 

penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja 

evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta 

penyimpulan data dan informasi. 

. Evaluatan AKIP 

Evaluatan AKIP terdiri dari: 

a. Unit kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI, yaitu: 

1) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; 

2) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; 

3) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 

4) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara; 

5) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 

6) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 

7) Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 

b. Unit kerja Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama pada seluruh lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

. Pengisian LKE AKIP 

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap 

sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. 

Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban 

AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai 

dengan gradasi nilai sebagai berikut: 

a. Keberadaan 

Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan 
AA 100 telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun 

terakhir. 
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Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%} dan 
A 90 telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun 

terakhir. 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
BB 80  (100%) sesuai dengan mandat kebijakan 

nasional. 

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 
2 (o terpenuhi (>75% - 100%). 

ce 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 
terpenuhi (>50% - 75%). 

50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah 
terpenuhi (>25% - 50%). 

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja 
telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). 
Jika sama seckali tidak ada upaya dalam 

E 0 pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas 
kinerja. 

b. Kualitas 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
AA 100 (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak 

menjadi percontohan secara nasional 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
A 90 (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa 

dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
BB 80  (100%) sesuai dengan mandat kebijakan 

nasional. 
B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 

terpenuhi (>75% - 100%). 

cc 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 
terpenuhi (>50% - 75%). 

50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah 
terpenuhi (>25% - 50%). 

D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja 

telah mulai dipenuhi (>0% - 25%). 
Jika sama sckali tidak ada upaya dalam 

E 0 pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas 
kinerja.



c. Pemanfaatan 

AA 100 

A 90 

BB 80 

B 70 

cc 60 

50 

D 30 

E 0 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak 
menjadi percontohan secara nasional 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa 
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi 
{(100%) sesuai dengan mandat kebijakan 
nasional. 

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 
terpenubhi (>75% - 100%). 

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah 

terpentuhi (>50% - 75%). 
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah 
terpenuhi (>25% - 50%). 
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja 
telah mulai dipenuhi >0% - 25%). 
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam 
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas 
kinerja. 

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam 

pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa 

keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan 

relevan. Nilai pada sub-kemponen yang telah terisi akan terakumulasi 

sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. 

Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen 

memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai 

berikut: 

Predikat Interpretasi 

AA (Nilai > 90 - 100) Sangat Memuaskan 
Telah terwujud Good Governance. 
Seluruh kinerja dikelola dengan sangat 
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah 
terbentuk  pemerintah yang yang 
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). 
Pengukuran kinerja telah dilakukan 
sampai ke level individu. 

Predikat Interpretasi 

A (Nilai > 80 - 90) 

L 

Memuaskan 
Terdapat gambaran bahwa Mahkamah 
Agung RI dan Badan Peradilan di 
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bawahnya dapat memimpin petubahan 

berorientasi hasil, karena pengukuran 
kinerja telah dilakukan sampai ke level 
eselon 4 /Pengawas /Subkoordinator. 

| BB (Nilai > 70 - 80) Sangat Baik 
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat 
baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit 
kerja utama, maupun unit kerja 
pendukung. Akuntabilitas yang sangat 
baik ditandai dengan mulai terwujudnya 
efisiensi penggunaan anggaran dalam 
mencapai kinerja, memiliki sistem 
manajemen kinerja yang andal dan 
berbasis teknologi informasi, serta 
pengukuran kinerja telah dilakukan 

| sampai ke level eselon 3 /koordinator. 
B (Nilai > 60 — 70) Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah 
baik pada 1/3unit kerja, khususnya 
pada unit kerja utama. Terlihat masih 
perlu adanya sedikit perbaikan pada unit 
kerja, serta komitmen dalam manajemen 
kinerja. Pengukuran kinefja baru 
dilaksanakan sampai dengan level eselon 
2/unit kerja. 

} 
| 
| 

\ 

{ 
]'cc (Nilai > 50 — 60) Cukup (Memadai) 

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup 
baik. Namun demikian, masih perlu 
banyak perbaikan walaupun tidak 
mendasar khususnya akuntabilitas 
kinérja pada unit kerja. 

| 

| 

f'c (Nilai > 30 — 50) 

| 
Kurang 

dapat diandalkan. Belum 
terimplementasi  sistem  manajemen 
kinerja sehingga masih perlu banyak 
perbaikan mendasar di level pusat. 

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang | 

D (Nilai > 0 - 30) 

\ 
J 
| 
| 

| 
| 
\ 

| 
| 

Sangat Kurang 
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama 
sekali tidak dapat diandalkan. Sama 
sekali belum terdapat penerapan 
manajemen kinerja sehingga masih perlu 
banyak  perbaikan/perubahan  yang 
sifatnya sangat mendasar, khususnya 
dalam implementasi SAKIP. 

. Pemantauan Berkelanjutan 

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan 

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim 

evaluator dengan pengaturan sebagai berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh 

supervisor tim. 
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b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim 

evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan 

penetapan kategori hasil evaluasi.



BABV 

PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN 

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

Setiap surat tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan evaluasi AKIP 

harus menghasilkan LKE dan LHE. LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai 

hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang telah didokumentasikan 

dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan 

berarti untuk perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi 

perbaikan peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini ditulis kemudian 

dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan 

argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. Pada unit kerja yang 

sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan 

informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga 

diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan- 

perbaikan yang telah dilakukan. Format LHE dan LKE sebagaimana dimaksud 

terdapat pada lampiran 2 dan 3 surat keputusan ini. 

Laporan Hasil Evaluasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan 

mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi 

atau unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi 

(tentative finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan 

dikomunikasikan kepada pihak instansi atau unit kerja yang dievaluasi untuk 

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. LHE terdiri dari 

laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. 

Hasil evaluasi disampaikan secara formal sekaligus pemberitahuan dan 

klarifikasi kepada pihak yang dievaluasi tentang hasil evaluasi dan 

rekomendasinya disertai dengan pemeringkatan (rating) hasil evaluasi. 

Tujuannya secara manajerial adalah untuk memotivasi agar terus melakukan 

perbaikan dan bisa dijadikan contoh bagi yang lainnya (pembelajaran). 

Mekanisme penilaian seperti ini dilakukan dan disosialisasikan di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tingkat Banding, yang tujuannya 

adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk LHE yang 

ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi serta diserahkan kepada unit 

kerja/instansi terkait dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl menyerahkan LHE unit kerja 

Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding kepada Sekretaris Mahkamah 

Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi selambat-lambatnya bulan September pada setiap periode 

evaluasi. 

Pengadilan Tingkat Banding menyerahkan LHE Pengadilan Tingkat 

Pertama kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris 

Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya bulan Juli pada setiap periode 

evaluasi. 

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan Laporan yang 

baik, antara lain: 

1. Menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan 

dan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan 

dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan 

2. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil 

penyimpulan dan menuangkannya dalam LHE. 

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja wajib 

ditindaklanjuti oleh evaluatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Semua Unit Kerja wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dalam 

jangka waktu paling lambat pada saat penyampaian laporan kinerja (LKjIP) 
pada tahun berikutnya. 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memantau tindak lanjut hasil 

evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding. 

Pengadilan Tingkat Banding memantau tindak lanjut hasil evaluasi 

Pengadilan Tingkat Pertama, dan melaporkan kepada Badan Pengawasan 

Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI secara periodik 1 

{satu) tahun sekali. 

Unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus 

manajemien instansi atau unit kerja, dengan ditetapkannya Pedoman 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan 

Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, diharapkan para evaluator 

dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun 

demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan inovasi- 

inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terus-menerus metode 

dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu 

meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan di bawahnya. 



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI 
NOMOR  :878/SEK/SK/VII/2022 
TANGGAL : 12JULI 2022 

FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) 

1. Bentuk dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja 

Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding serta yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat 

Pertama, disusun dengan contoh sebagai berikut: 

KOP SATUAN KERJA 

........... R () X 
Nomor 

Lampiran : ... 

Hal : Laporan Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Yth. (Pimpinan Unit Kerja Eselon I Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan 

Tingkat Pertama) 

Di 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal: 

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon I/ Pengadilan 
Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) dimaksudkan untuk: 

memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 
menilai tingkat implementasi SAKIP; 
menilai tingkat akuntabilitas kinetja; 
memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan 
memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 
sebelumnya. 

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang 
meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 

3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I/Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan 
Tingkat Pertama memperoleh nilai sebesar (angka) atau (kategori). 

4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh 
komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut: 

s
p
o
o
p



1 |Perencanaan Kinerja 30,00 

2 |Pengukuran Kinerja 30,00 

3 |Pelaporan Kinerja 15,00 

4 |Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 

Predikat Predikat 

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja (Pimpinan Unit Kerja Eselon 1/ 

Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama) tahun ........... ) 

dengan harapan agar rckomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti 

dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan (Pimpinan Unit 

Kerja Eselon I/ Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama). 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Kepala Badan Pengawasan [ 

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 

Tembusan Yth: 

1. Sesuai Kebutuhan



2. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh 

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding, disusun dalam 
bentuk surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI kepada 
Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan contoh sebagai berikut: 

KOP SATUAN KERJA 

........... 3 eeeerameneenee. 2000 
Nomor 

Lampiran 

Hal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Unit Kergja 

Eselon I dan Pengadilan Tingkat 

Banding 

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Di 

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan 
Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melakukan evaluasi 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di 
lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun ...., dengan metode evaluasi 
sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris 
Mahkamah Agung RI Nomor: ................ tentang Pedoman Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung 
RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan hasil Evaluasi 
telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan 
Pengadilan Tingkat Banding terkait (terlampir) dengan pemeringkatan dan 
rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut. 

NILAI PER KOMPONEN 

UNIT Perencanaa | Pengukura | Pelapora = Nilai 
No. | KERIA | nKinetia | nKinetia | nKinerja Kf:c“;mm 

) ) as) O 
Kategori 



3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, 
direkomendasikan untuk: 

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu 

Kepala Badan Pengawasan 

Mahkamah Agung RI, 

Tembusan Yth: 

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
2. Sesuai Kebutuhan



3. Bentuk dari Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Tingkat Banding atas Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja 
Pengadilan Tingkat Pertama, disusun dalam bentuk surat Pimpinan 
Pengadilan Tingkat Banding kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah 
Agung RI, dengan contoh sebagai berikut: 

KOP SATUAN KERJA 

Hal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan 

Tingkat Pertama di lingkungan 

(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) 

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
Di 

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 88 Tahun 2021 
tentang  Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
(PT/PTA/PTTUN/DILMILTI)  telah melakukan evaluasi terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama. 

2. (PT/PTA/PTTUN/DILMILTI) telah melakukan evaluasi terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun ..., dengan 
metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: ..................... tentang Pedoman 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 
Laporan hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan 
Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan 
rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut. 

[ NILAT PER KOMPONEN 

UNIT Perencanaa | Pengukura | Pelapora i ibilitas Nilai Kai J 
No. | KERJA n Kinerja nKinerja | nKinerja A 

©0) ©0) S T 
| 
| 
| 
| 

| 



o 
o 

N 
o 
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3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, 
direkomendasikan untuk: 
a. .. 

C. ... 

d. dst 

4. Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan 
terima kasih. 

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 

Tembusan Yth: 

1. Dirjen terkait 
2. Sesuai Kebutuhan 

S MAHKAMAH AGUNG 

JBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN IIf : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI 

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (LKE) 

NOMOR  :87 8/SEK/SK/VII/2022 
TANGGAL :] 2 JULI 2022 

1.aRokumen Perencanaan kinegja telah tersedia Belum 
6,00 Dlist 

Kriteria: 
1|Terdapat pedoman teknis perencanean kinerja. (1) Juknis/Pedoman Pelaksanaan Evidence kriteria 1 : 

Anggaran/Kiera Dasrah (sebut Nomor dan | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja (dapat disusun oleh Tanggal) Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung) 
(2) PEDOMAN perencanaan kinerja internal 
(Berisi KUMPULAN: Tusi, IKU, PK. 
berjenjang, Renaksi Monevépengukuran 
kinerja berkela) 

2|Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - Evidence kriteria 2 : 
2035 Cetak Biru Pembarian Peradilan 2010 - 2035 3| Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Renstra (sebut Nomor dan Tanggal) Evidence iriterin 3 

Dokumen Renstra Satuan Kerja. 
4|Terdapat dokumen perencansan kinerja jangke pendek. Renja/RKT-PK (sebut Nomor dan Tanggal) |Evidenve kriteria 4 : 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5|Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Dok Rencana Akai dan Jadwal Monitoring | Evidence kriteria § : 
dan Pengukutan Kinetja Internal secara Dokumen Program Kerja / Rencana Aksi 
Berkala (misal periode Triwulan) 
(Contoh Format Rencana Aksi Monev) 

6| Terdapat dokumen perencenaan anggaran yang mendukung Kinerja. RKA/DIPA (Sebut nomor dan tanggal) Evidence kriteria 6 ¢ 
Dolumen RKA-KL dan matriks pendanaan pada renstra 1.bDokutmen Parericansan kinezja telah memenuhi standar yang balk, 

yaitu untuk sasncapal hasil, dengan ukuran kiserja BMART, Bel 
ponyelatasan (cascading) disetiap level socara logls, | 9,00 s 

Kriteria: 

LINK (jika online) atau bentuk publikasi lain 
(menyesuaikan) terutama Renstra, IKU/PK 

1[Dokumen Perencanaan Kinetja telah diformalkan. Semua dokumen di atas ada otorisasi Evidence Kriteria 1t 
satker, Nomor/tanggal/tdtgn dan atau cap [Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah diformalkan instansi (ditandatangani) 2| Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waku. Publikasi ke publik (b menyeriakan |Evidenve kriteria 2: 

Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT telah dipublitasikan 
melaiui website/ papan pengumuman satuan kerja bersamaan 
dengan bulan kapan dokumen tersebut diformalkan 



Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhen atas Kinerja sebenarnya yang periu 
dicapai. 

Perencanaan kinetja menggambarkan 
pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk 
mehcapai tijfuan organisas! (proses bisnis) 

Evidence kriteria 3 
Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT 
apakah telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya 
yang perlu dicapal 

#|Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondiai kinerja yang akan Rumusan tujuan/sasaran tiap jenjang jelas |Evidenve kriteria 4: dicapai. memandatkan kinetja yang harus dicapai Lakukan analisa pada Dokumen Cetak Biru MA, Renstra, RKT, PKT 
apakah telah berorientasi hail. 
Berorientast hasil: 
- berloualitas outcome atau output penting 
- bukan proses/keglatan 
- menggambarkan kondisi atan output penting yang ingin diwnyjudian 

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART. Specific (elas tujuannya pedomannya SW 3 

Measurable (dapat diukur dengan %, 
|jumiah, indeks dli, 
Achievable (meskipun menantang tapl 
masih bisa dicapai/dijangkau dengan 
alasan jelas), 
Relavant (sesusi Visi/Misi/Tujuan 
organisasi/IKU/PK), 
Time-Bond Goals (ada penetapan target 
periodilc/antare hingga target akhir harus 
#da kerangks waktu yang jelas) 

Evidence kriteria 5: 
SMART: 
Specific: mampu menyatakan sesuatu secara definitif {tidak normati), 
tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta. 
mendorong kinetja suatu unit/pegawal. 
Measurable: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara. 
pengukutannya, 
Agreeable: disepakati oleh pemilik indikator kinerja dan atasannya. 
Realistio: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target 
yang menantang. 
Titne-bounded: memiliki batas waktu pencapaian. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicap, fertuang| 
secara berkelanfutan (sustainable - tidak sering diganti delam 1 periode Perencanaan Strategis), 

IKU yang dijabarkan darl Visi/Misi tartuang 
sebagai indikator kinerja di Renstra 
menggambarkan sebuah proses strategi 
untuk mencapal hasil akhir secara realistls, 
tidak bombastis sehingga harus diubah di 
tengah jalan periode Renstra [kecuali 
darurat) 

Bvidence kriteria 6: 
Lakukan anallsa terhadap dokumen IKU beserta reviunya 
(Catatan: semakin sering dilakukan reviu menunjukken dokumen 
tersebut kurang sustainable) 

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, den realiatis. Target kinerja tidak bombastis/ sesuai 
dukungan sumber daya shg dapat dicapai/ 
membusat ekspektasi di atas target sedikit 
selama masih yakin bisa dijangleau dengan 
inovesi atau kerja keras/ berdasarkan 
kondisi data dan fakia bukan catatan data 
di kertas belaka. 

Evidence kriteria 7: 
Lakukan analisie apakah target yang ditetapkan dalam Perencanaan 
Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, den realistis 



8[Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta 
selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). 

Perencanaan menunjukkan POHON 
KINERJA (Kinerja satker dibagi habis ke 
bagian, sub.baglan ke staf (peketjaan di 
bawah mendukung keberhasilan kinerja di 
atasnya hingga pada Top manajer) 
PK Satker dibagi habis ke Bagian; PK 
masingx bagian dibagi habis ke sub.bagian 
di bawahnye, tiap PK Subag dibagi habis ke 
masingx staf di bawahnya 

Evidence kriteria 8: 
Lakukan enalisis apakah setiap Dokurnen Perencanaan Kinerja 
menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras 
antara Kondisi/Hanil yang akan dicapad di setiap level jabatan 
(Cascading) 

9| Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, 
bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). 

Dalam Perencanaan kinetja (jika ada 
keglatan/subkegiatan yang saling 
berhubungan dengan Bagian/unit lainnys) 
harus ada pola koordinasi (aktivitas 
kegiatan/pendanaan) 

Evidence kriteria 9: 
Lakulan analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan 
Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahksin 
aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan 
(Crosacutting) 

10| Setlap unit/eatuan kerja merumuakan dan menetapkan Perencanasn Kinerja, Perencanaan kerja dibuat setlap Evidence kriteria 10: 
Bagian/Sub.bagian sesual Tusi dan PK Dokumen PKT unit kerja yang sudah diformalkan 
yang dibagl tugas dari pimpinan 
{Contoh Format Rencana Akl Monev) 

Setlap pegawai merumuekan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, Semua Pegawai struktural, fungsional, staf 
menyusun dan ditetapkan SKP [perjanjian 
kinerja awal tahun) 

Evidence kriteria 11: 
Dokumen Sasaran Kinetja Pegawal (SKP) seluruh pegawai 

1.c|Perencanaan Kinerja telah dimanfastkan untuk mewajudkan hasil 
beskesinamb, yang ungan 1400 

Belum Diisl 

Kriteria: 

1| Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. PK aesuai RKA/DIFA (jangan sampai ada 
tusi/keglatan Bidang/sekal yang tidak 
fersedia anggardn) 
(Sasaran, satuan, jumlah, harga satuan, 
output) 

Evidence kriteria 11 
Lakukan analisis dokumen matrike pendanaan dan RKA-KL apakah 
anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin 
dicapai. 

2| Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang Ingin dicapai. Reglatan dan aktivitas yang dilakukan 
efektif sesuai tujuan yang dicapai 
Jadwal aktivitas kerja sejalan dengan 
upaya mencapai target 
Pelaksanaan kerja terjadwal dan 
terorganisir 

Bvidence kriteria 2: 
Lakukan analisis SOP pade masing - masing indikator apakah telah 
mendukung kinerja yang ingin dicapal 

3|Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapel dengan baik, atau setidaknya masih on 
the right track. 

Capaian Reaisasi fisik dan keuangan sesual 
TARGET, syulkur lebih baik kualitasnya 

|Evidence kriteria 3: 
Lakukan analisis capaian kinerja secara berkala melahul aplikasi 
Komdanas, 

4|Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Monitoring Evaluasi berkala sesual Renaksi 
(kegiatan dan jadwal yang ditentukan) 
Jagwal monitoring evaluasi kegiatan sesuai 
Renaksi (hasilnya kegiatan, 
penaggungjawab, laporan kinerja internal 
periodik, daftar permasalahan, 
rekomendasi) 

Bvidence kriteria 4: 
Lalcukcan analisis capaian kinerja secara berkala melalui aplikasi 
Komdanas, 



perbaikan kinesja scbelumnya. 
5[ Terdapat perbeikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil anaiisia Revisi dokumien perencanaan kinerja jika 

mendapat permasalahan yang tak bisa. 
dihindast 

Bvidence kriteria 5: 
Analisis dolumen reviu perencanaan kinerja (RKT) 

@ | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencansan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil 
yang lebih baik. 

Reviai dokumen perencanaan kinerja jika 
mendapat permasalahan yang tak bisa 
dihindari 
Perenoanaan kinerja hasil revisi 
berdasarkan hasil evaluasi kinerja 
sebelumnya 

Evidence kriteria 6: 
Analisis dokumen reviu perencanaan kinerja (RKT) 

dires 
7|Setlap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapal Kinezja yang telah 

ncanakan, 
Komitmen setiap unit/bagian 

perencanaan kinerja 
Memiliki laporan kinerja unit secara. 
periodik hingga mencapal hasil {sesuai PK) 

Evidence kriteria 7: 
Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftar 
hedir, notulens, Foto kegiatan) 

8[Setiap Pegawal memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapsl Kinerja yang telah 
direncanakan. 

Komitmen setiap ASN melaksanakan 
perencanaan kinerja 
Memiliki Catatan kinerja harian dan atau 
laporan kinerja individu (sesuai SKP) 

[Evidence kriteria 8: 
Dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar 
hadir, notulensi, Foto kegiatan) 

2 |PENGUKURAN KINERJA 30,00 
2.8/ ran Kiecjs telah dilakukan 6,00 Beluim Dilai 

1 it pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinesja. SK Juknis pengumpulan dan Evidence kriferia 1: pengukuran 
data kinerja (Daser, tujuan, maniaat, Tual 
sesual Proses bianis, IKU, PK dan 
penanggunglawab (dilampiri semus SOP 
pengumpulan data kinerja per-PK, Jadwal 
Monev pengukuran kinerja sesual Renaksi) 

Dokumen pedoman teknis pengulcuran kinerja dan pengumpulan data 
kinerja. 

2[Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indiKator kinerja. Setiap data kinerja PK dari IKU dirumuskan 
deakripsi/gambaren penguluran yang jelas 
(berpedoman 5 W+2 H) 
(Contoh Format Kamus IKU) 

Evidence kriteria 2: 
Dokumen IKU dan penjelasannya 

3| Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, Terdapat kebijaken dan atau SK SOP 
pengumpulan data kinerja. 

[Evidence kriteria 3: 
Mekanisme pengumpulan data yang memadai: 
- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinetja yang 
up to date; 
- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; 
- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang 
berkepentingan; 
- Terdapat penanggungjawab yang jelas; 
- Jelas waiktu deliverynya; 
- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 



2.1 Pengulniran Kinesja telah menjad) ksbutuhan dalam 
Kinagja sacara Rfektif dan Efisien dan tolsh dilakukan secera 9,00 
berjenjang dan berkolanjutan 

Belum Diisi 

1[Pimpinan sclal teribat ssbagai pengambil keputusar (Decision Maker) dalam mengukur capaian 
kinetje. 

Sesual Jadwal Monev/pengukuran 
(mengundang, memimpin Monev, memberl 
rekomendasi jika ada kendala capaian 
target sesual hasil pengukuran kinerja) 

Evidence kriteria 1: 
Dokumen rapat monev capaian kinerjd secara berkala (Undangan, 
Daftar hadir, notulensl, fota kegiatan) dan ateu wawaricara dengan 
pimpinan 

1Y Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. [jenis data sesusi fujuan pengulurannya; 
misalnya hasil pengukuran perkara tepat 
waktu, tepat waktu sesuai dengan 
pengertian batasan dan definisi operasional 
yang telah dijelaskan dalam kamus KPI dan 
atau dokumen lain dengan maksud sama 

Evidence kriteria 2: 
Pengumpulan data kinerja dapat disndalkan; 
- Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti 
yang memadai dan dapat dipertanggungjawabias; 
- Data yang dikumpuliean didasarkan suatu mekanisme yang 
memadai atau terstruktur (tidak bersifat dadakan); 
- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 
-Dthymgdlkumyulhnmcnflmdfinflutheul‘hmmmlnhulx 

3|Data kinerja yang dikumpulken telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Nomor 2 diinterpretasikan kualitasnya ape 
sdh mendukung pencapaian Kinerja 

Evidence kriteria 3: 
Emonev Bappenas (Eselon I) 
Data SIPP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat 
Pertama) 

4|Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Terdapat Penjadwalan/laporan monitoring Evidence kritetla 4; 

seopra berjenjang. [Jenjang sesuai jedwal Renakel 

pelaporan kinerja secara berkala Dokumen capaian kinerja berkala dari Komdanas 
(Contoh Format Pemantauah Kinerja) 

5|Betiap level organisasi melakukan pemantauan ates pengukuran capaian kinerje unit dibawahnya Terdapat Laporan Monev masing-masing | Evidence kriteria 5: 
Emanev Bappenas (Easlon J) 
Data SIFP dan MIS (untuk Pengadilan Tingkat Banding den Tingkat 
Pertama) 

6|Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). 'l‘emput Pengumpulan data kinerja 
iminirial menggunakan aplikasi sederhana 
dengan rumus-rumus excell (sheet-sheet 
per PK) 

Evidence kriterla 6: 
Data Komdsinas, SIPP, MIS 

7[Pengukuran capaian Kinerja telah memanfaatkan Teknolog Informast (Aplikasi). Terdapat Pengukuran kinerja per FK 
(membandingkan taret dengan capalan per 
periodik shg tampak grafik dan 

Bvidence kriteria 7 
Data Komdanas, SIPP, MIS 

keterangannya 
3.c|Pengukuran Kinexja telak dijadikan dasar dalam peniberian Reward 

dan Punishment, serta penyesusian strategi dalam mencapai kinezia| 15,00 Belum Diisi 
yang efektlf dan efisien 

1|Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyestaian (pemberian/pengurangan) tunjangan 
kinerja/penghasilan. 

Terdapat kebijakan pemberian Tukin terkait 
dengan Kinetja 
Rekap Pengajuan Tukin update 3 bulan 
terakchir 

Evidence kriteria 1: 
Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) bulanan 

penyesuaian organizesi 

2[Penguicuran Kinerja telah menjadi dasar dalem penempatan/ penghapusan Jabatan baik strulttural | Hasil pengukuran menjai dasar Evidence kriteria 2: maupun fangsional. menerbitkan keputusan Dolcumen Baperjakat 
pensmpatan/penghapusan jabatan 

3|Pengukuran Kinerja telah mempengaruhl penyesusian (Relocusing) Organisast. Hasil pengukuran menjadi dasar Evidence kriteria 3: 
Kebijakan pusat a.. Perma 7 Tahun 2015 



Pengulcuran kinerja telah mempengarahi penyesuaian Strategl dalam mencapa kinerja, Hasil pengukuran kinerja yang lahu. menjadi 
daser menentukan strategi pencapaian 
kinerja berjalen 

Evidence kriteria 4: 
Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar 
Pengadilan Tk Banding: Dokurien Rekerda atas tindal lanjut hasil 
Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjauan manajemen, dokumen 
reviu SOP 
Pengadilan Tk Pertama: rapat intern menindaklanjuti hasil rakerda 
dan evaluasi kinerja, dokumen rapat tinjauan manejemen, dokumen 
reviu SOP. 

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesusian Kebijakan dalam mencapal kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang lahu menjadi 
dn-:‘ me-reviu kebijakan dalam pencapaian 

Evidence kriteria 5: 
Unit Kerja Eselon I: Surat Edaran terkait hasil Rapat Pleno Kamar 
Pengadilan Tk Banding: Dokumen Rakerda atas tindak lanjut hasil 
Rapat Pleno Kamar, dokumen rapat tinjsuan manajemen, dokumen 
reviu SOP 
Pengadilan Tk Pertama: tapat intern menindaldanjuti hasil rakerda 
dan evalisasi kinetja, dokumen rapat tinjauan mansjemen, dokumen 
reviu SOP. 

6| Pengulyran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalant mencapai kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi |Evidence kriteria 6: 
dasar merumuskan aktivitas kinerja dan  [Kebijakan pusat &.1. hasil reviu revisi anggaran 
perbaikan dalam mencapai target kinerja 
berjalan 

7| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Hasil pengulasran menjadi dasar [Evidence riteria 7: 
penyesuaian anggaran {tambah/kurang). Kebijakan pusat a,l, hasil reviu revisi anggaran 

8|Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat laporan pertanggunglawaban yang | Evidence kiiteria 8: 
'menunjukken efisiensi/ penggunaan Kebijakan pusat a.). hesil reviu revisi anggaran 
anggaran . 
(Contol Analisis Efisiensi) 

9|Setiap unit/satuan kerja memahami dan pedull atas hasil pengukuran Kinerja. Unit merumuskan tindak lanjut dan Evidence kriteria 9: 
melaksanakan rekomendasi hasil Dokunen rapat capalan kinerja secara berkala (Undangan, Daftar 
pengukuran kinerja hadir, notulensi, Foto kegiatan) 

Sctiap pegawal memahami dan pedull atas hasil pengukuran kinerja. Setiap pegawai merumuskan tindak lanjat 
dan melaksanakan rekomendasi hasil 
pengukuren kinerja (PK PNS/SKP akhir 
tahun) 

Evldence kriteria 10: 
Dokurnen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan, Daftar 
‘hedir, notulensi, Foto kegiatan) 



S [PELAPORAN KINERJA 15,00 | i I 
8.aTerdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, 3,00 Belum Diis 

1| Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Terdapat LKJIP yang telah disusun sesual |Evidence kriterla 1 
format yg tersedia dokumen LKj dengan Dokumen LKjiP 
Lamp 2 Permenpan 53/2014 
(Contoh Format Laporan Kinerja) 

2|Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. LKJ disusun peririwulanberkala seaual Evidence kriteria 2: 
hasil penilaian kinerja/Monev pertriwulen [Dokumen LKJIP tahun sebelumnya 
(Contoh Format Pemantauan Kinerja) 

3|Dokumen Laporan Kinerja telah diformatkan. LKj sudah ditetapkan Pimpinan Evidence kriteria 3: 
(Keputusan/Penetapan cap tandatangan)  |Dokumen LKJIP yang telah diformalkan 

4| Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, x Evidence kriteria 4: 
Ada bukti LKj direviu APIP untuk Dokumen reviu LKjIP 
memperoleh keyakinan terbatas bahwa LKj 
menyajikan informasi andal, skurat dan 
berkualitas sesuai Lamp III Permenpan 
53/2014 
(Contoh Format Sistematika Laporan 
Kinerja) 

5| Dokurmien Laporan Kinerja telaki dipublikasikan, LKj dipublikasikan di website satker Evidence kriterla 5: 
bttp//:satker....... Publikasi dokumen LKIP pada Website unit kerja 6| Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. 'Tanggal penyampaian ke atasan/ pihak Evidence kriteria 6: 
terkait tepat weltu (Triwulan dan akhir Dolcumen pengiriman LKJIP ke Bawas dan BUA 
m\m dengan bukti ekspedisi pengiriman 

3.b Dokumen Laporan Kinstjs telah memenuli Standar menggambarken) 
Kualitas atay Pencapalan Kinesja, informast keberhasilan/keggalan 450 Belum Diiel 
kinazja serta upaya parbaikan/penysmpurnsannya 

1| Dokumen Laporan Kinerje disusun secara berkualitas sesual dengan standar, Sistematike dan substansi benar ssaual  |Evidence kriteria 1: 
Lamp 2 Permenpan 83/2014 Bandinglan dokumen LKjIP dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 
{Contoki Format Laporan Kinerja dan 2014 
Sisteratika Laporan Kinerja) 

2|Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. Target dan Realisasi seluruh Evidence kriteria 2: 
sasaran/indikator PK Lakukan analisis dokumen LKjiP 
{Contoh Format Kamus IKU) 

3| Dokurmen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dikeitken dengan target pada RKT, dan PK |Evidence kriteria 3: 
Lalukan analisis_dokumen LKjIP 4|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangha Dikaitkan dengan target pada RKT, dan PK_|Bvidence kriteria menengah. Renstra. Lekukan analisis dokumen LKiIP 



5{Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 
tehun-tahun sebelumnya. 

Memuat analisis target dan realisasi tahun 
sebelumnya sebagai pembanding den 
kesinaribungan dari tahun sebelumnya 
pada petiode renstra atau tahun sehelum 
periode renstra berjalan karena target 
kinetja yang diperjanfikan berhubungan dg 
outcome yang dari kegiatan 
tahun-tahun sebelumnys, sehingga 
terwisjud kesinambungan kinetja setiap 
tahunnya 
(Contoh Pormat Laporan Kinetja dan 
Siatematika Laporan Kinerja) 

Evidence kriteria §: 
Lakukan analisis dokumen LKJIR 

6|Dokumen Laporan Kinerja telah menginiokan perbandingan realisasi kirierja dengan realiasi kinerja & 
level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). 

Mermuat anafisls target dan realisasi tingkat 
naslonal (benchmark) sebagal pembanding 
sebagal pembasiding Judgment evaluator; 
Gunakan capaian kinerja unit sejenis 
berdasarkan ukuran capaisn rata-tata nilai 
Capaian LKj pada satker di wilayah 

Evidence kriteria 6: 
Laleukan analisis dokumen LKJIP 

7| Doktamen Laporen Kinera télah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata 
dan/atan hambatannya. 

Laporan memuat keberhasilan dan 
kegagalan (jika ada) dan upaya mencapai 
hrut dan hambatan 

mflr?fl”!l‘l (evduutk!md- I 

Evidence kriteria 7 
Laluksn analisis dokumen LKJIF 

8{Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan cfisiensi atas penggunasn sumber daya dalam mencapal An-limatm:mnmnmw- dihitung per Evidence kriteria 8: 

Rekomendasi perbaikan kinerja {jika ada 
target yang belum maksimal 
(Bheet Contoh_2.b4) 

kinerja, sasaren dan indikator PX dengan rumus-- | Lakukan analisls dokumen LKJIP 
>100%-{realisasi anggaran/target 
anggararin100%) 
(Contoh Pormat Anialisis Efisiens) 

9| Dokumen Laporan Kinerja felah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan | Laporan kinetja triwulan (sesval Renakel  |Evidence Kriteria 87 (Rekometidasi perbaikan kinerja). dan jatwal Monev) menghasilkan Lekukan analisis dokumen LKjIP 

umpmmmmwmmmmm 
penyosuainn strategl/kebijukan dalum mencapai kinesis berikutoys | 7,50 Belum Diis} 

1[Informasi delam laporan kinera sclali menjadi perhatian utama pimpinen (Bertanggung Jawab). Pimpinan menetapkan Renaksi/Jadwal 
Monev dan pengukuran kinerja 
periodik/langsung memimpin Monev atau 
pengukuran/membert rekom 
(Contoh Format Pemantauan Kinerja) 

[Evidence kriteria 1: 
Dokamen rapat capalan kinerja secara berkala dengan dipimpin 
langsung oleh pimpinan (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto 
kegiatan) dan atau wawancara dengan pimpinan 



2|Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian selurub pegawai. Semua menyumbang data kinerja sesuai 
peran/tusi/mandat/PK sesui target 
kinetja periodik (SOP pengumpulan data 

Bvidence kriteria 2: 
Dokumen rapat capalan kinerja secara berkala dengan melibatkan 
Beluruh pegawai (Undangan, Daftar hadir, notulensi, Foto kegiatan) 

buday= kinerja 

3|Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untulk mencapai |Informasi data kinerja untuk penyesualen |Evidence kriteria 8: kinerip, aktivitas Lakukan analisie dokumen LKjIP 
4(Informasi dalam laporan kinerja berkela telah digunaken dalam penyesualan penggunasn anggaran Informasi data kinerja untuk penyesualan |Evidence kriteria 4: untuk mencapai kinerja, anggaran Lakukan analisis_dokumen LK/IP 5|Informesi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pericapaian keberhasitan Kinetja., Informaai data kinerja untuk penyesuaian |Evidence kriteria 5: 

evaluasi pencapaian kinerja Lakukean analisis dokumen LKjIP 

6[Informasi dalam laporan kinerja teleh digunakan dalam penyesualan perencanaan kinerjd yang akan Informasi date kinerja untuk penyesvialan |Evidence kriterla 6 
dihadapi berilastnya. perencanaan kinerja berikutnya Lakukan analisls dokumen LKjIP 

7|Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budeya kinerja organisasi, Informasi data ldauijn urituk penyesualan |Evidence kriteria 7: 
Lakukan analisis _dokumen LKjIP 

28,00 ) e} 
4. 5 Kinerjs Internal telah dilaksannican Belum Diisi 

1[Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerje Internal Disusun dan ditstapkan BUKU PEDOMAN 
TEKNIS Pelaksansan Evalugsi AKIP 
pertriwulan dan akhir tahun (sesuai 
mekanisme / SOP pengumpudan data 
inesja) 

Evidence kriteria 1 
Pokumen pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinetja 

2|Bvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada sehiruh unit kerja/perangkat daerah. Terdapat bukt dokumen LAPORAN hasl 
evalnasl internal pertriwulan perbaglan dan 
lengkap assnai PK. 
(target/realisasi/ hambatan/ rekomendasi) 

Evidence kriteria 2: 
Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

3[Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal t6lah dilaksanakan secara berjenjang. LAPORAN EVALUASI KINERJA MASING- 
MABING Bagian/Sub, Bagian sesuai 
mekanisme pengumpulan data kinerja SOP 
secara berjenjang (dari staf ke Sub,Bag-—> 
Kabag --> Ses--> Pimpinan satker 
(dikompilasi subag Perencanan/Ortala) 

Evidence kriteria 3: 
Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

PEDOMAN/standar, dilakukan setiap PK 
8ub.Bag/Bagian/Pimpinan sesuai Juknis & 
8OP 

4.b(Bvaluzai Akuntabilites Kinegje Internal tolah dilaksanakan sacara berkuadi Snmb dui 7,50 Belum Diist 

1|Evalussi Akuntabilitas Kinerja internél telah dilaksanakan sesuai standar. RVALUAST DILAKSANAKAN SESUAL Evidence kriteria 1: 
Lakukan analisis atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

2[Evahuasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilzkaanakan oleh SDM yang memadai. KAPASITAS SOM EVALUATOR (seaual 
kewenangan/pernah ikut 
pelatihan/mendapat sosialisasi), 
skill untuk Pekerjaan Teknis dan TAKTICAL 
menyangkut Pengelola 
Keuangan/PRJ/Bendaraha dan lainnya 
yang membutuhkan kompetensi teknls dan 
periu sertifikasi/keahlian tertenty, jumiah 
memadai sesuai kebutuhan 

Evidence kriteria 2: 
SK Tim Evaluator AKIP, serifikat diklat SAKIP 



Evaluasi Akuntabilitas Kinetja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA 

lapangan 
(miembandingkan target dengan realisasi/ 
faktor pendultung dan penghambat sesuai 
analisis risiko/ rekomendasi/ rencana 
tindalk lanjut) 

Evidence Lriteria 3: 
Lakukan analisie atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telab dilaksanakan pada ssiuruh unit Kerja/ perangkat dacrah. Sumber data atau LAPORAN Evaluasi 
Kinerja Inteynal lengkap dari semua 
pengempu PK (Sub.Bag/Baglan/ sekretarls) 

Evidence kriteria 4: 
Dokumen laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah: dilakaanakan menggunakan Teknologl Informasi [Aplikasi). PERALATAN PENGUMPULAN DAN 
ANALISIS DATA KINERJA tidak dilakuken 
manual melainkan terintegrasi semua unit 
hingga pimpinan Satker melalui Jaringan/ 
LAN, analisis data, formulaal den sajian 
informasi menggunakan ICT/web yang 
mudah diakses kepada pihak yang 
berkepentingan 

Evldence kriteria 5: 
Aplikasi evaluasi BAKIP, Aplikasi Komdanas 

4.l Tmplementas! SAKIP telah meningkat karans evalussi Akuntabilitas 
Kinerja Internal sehinggs memberikan kesan yang nyats (dimpak) | 12,80 
dalam efektifitas dan efisiensl B 

Seluruh rekomendasi atas hasi] evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindakianjuti. LAPORAN HABIL TINDAK LANJUT DART 
Sataker dimana Target/Hasil/Rekomendasi 
dart Monev--->sudah dibuat (1) 
Perencangan tindak lanjut sesuai 

tindakan lebih/jadwal/ pengendalian, (2) 
pelaksanaan Tinjut dan pengendalian, (3) 
Laporan haeil Tinjut 
(Contoh Format Laporan Hasil Tindak 
Lanjut Rekomendasi Evaluasi Kinerja) 

rekothendasi berupa rencana aksi/inovasi- 

Evidence kriteria 1: 
Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluesi alcuntablitas 



Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkorendasi 
hasil evaluasi akuntablites Kinerja internal. 

BYARAT DATA BAKIP: Peningkatan 
implementasi SAKIP dibuktikan, data 
TINDAK LANJUT REXOMENDASI HASIL 
MONEV TRIWULAN MENGHASILKAN: (1) 
Satker berupaya fokus dengan target alhir 
RENSTRA, jika darurat bisa direviu 
berdasarken kondisi riil yang terjadi, 
(2) PK disesuaikan mandat/Tust 
organisasi/crosscutting/anggaran/isu 
strategis maka jika dipertukan dari hasil 
ionev triwulan bisa direviu, 
(3) pengukuran kinerje, terdapat analisis 

andingan target dim PK secara 
jenjang dg realisasi jelas, 

{4) pengelolaan data kinetfa yaitu 
Iunum.n. pengolahan dan pelaporan. 
lebib testib, 
(5) pelaporan kinerja menampitkan 
informasi lebih riil dan berkelanjutan mulai 
triwulan--tahunan disampaikan ke pihak 

(6) reviu dan evaluasi kirietja atas 
implementasi SAKIP oleh APIP nntuk 
perbaikan sebelim dilaporkan (Perpree 
20/2014 tentang SAKIF) 

Bvidence kriteria 2: 
Lakukan analiea terhadap Dokumen laporan tindals lanjut hasil 
evaluasi akuntablitas 

Fasll Evaluast Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimaniaatkan untuk perbaikan dan peringkatan 
akuntabiitas kinesja. 

FENCAPAIAN/OVER TARGET: Ada, 
informasi upaya-upeya perbatkan dan 
peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya 
ditetapkan inovasi/budaya 
kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut 
rekomendasi haail Monev Triwulan sehingga, 
df akhir tahun Target tercapai 

Evidence kriteria 3: 
analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjtit hasil 

evaluasi akuntablitas 

Hasil darj Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efekiifitas dan 
efisiensi kinerja. 

EFIBIENSL pada Fase : 
Perencanaan Kinerja-->berkat Mariev yaitu 
HPS suatu PBJ suaty kegiatan yang lebih 
rendah dari nilai anggaran d} DPA tanpa 
mengurangi Spec urituk efisiehsi. 
Pada Fase Pengukuran Kinerja Triwulan --> 
berkat Monev ada upaya penghématan 
anggaran pelaksanean kegiatan ...dst 
EREKTIVITAS babwa hasil rekemendasi 
Monev Triwulan bersifat pengendalian 
kinerja mendukung ke arah pencapaian 
sasaran PK/Output/Outcomes kegiatan 

Evidence kriteria 4: 

Lelkukan analisa terhadap Dokumen laporan tindak lanjut hasil 
evaluasi akuntablitas 



ILUSTRASI LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUAS! KINERJA INTERNAL TRIWULAN I TA 2021 

No 
PERJANJIAN KINERIA Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2 

Sasaran Ind Kinerja Iml 'MONEV TW 2 {10 Juli 20...) TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2 
Target Hasil Keter | Hambatan Rekomendasi Rencana Aksl Tinjut Jadwal Pelaksanaan Tinjut Hasil Tindak Lanjut 

Pelaksanaan 
Capaian target 

sasaran 
Efisiensi Sumber 

daya 



KOP SATKER 

ILUSTRASI RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA 
Tahun 20xx 

|Nama satker 

Kepala Satker Bapak Budi 
|Tahun Pelaksanaan 2021 

(salin dari rda Tusi) - Indikator Klnerjauma - Kk dgaman 

(Renstra/Renja) Ka Satker 

PK Ses ke Ka/Ketua Satker Sekret 

1.a PK Kabag ke atasan 

1b 

. | 1 Kabag 
PK Kasubag ke atasanya 

Kasubag _| 
PK Staf ke atasanya 

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK SETIAP AKHIR MONEV PENGUKURAN KINERJA PER-TRIWULAN? 

Yang dilakukan 1. Buat Jadwal MONEV pengukuran kinerja internal Triwulanan (tetapkan tanggal-tanggalnya 

6. Setlap Bagian membuat rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut 

Perencanaan 

2. Bagian Perencanaan membuat Undangan 1 pekan sebelum jadwal tersebut dan meminta setiap 

Bagian membuat Laporan Kinerja Triwulan berjalan Perencanaan 
3. Saat Monev masing-masing bagian mePRESENTASIKAN CAPAIAN/TARGET triwulan yang dievaluasi, 

menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan, kendala jika ada sehingga target Kepala Bagian 

tidak tercapai 

4. Saat rapat Monev, buat notulen berisi Capaian target Triwulan berjalan dari setiap bagaian Target2 

yang tidak tercapai berikut REKOMENDASI untuk DITINDAKLANJUTI Bagian ybs Perencanaan 

5. Buat rahgkuman hasil Monev Triwulan berjalan berisi (Bagian, target belum tercapai, kendala, 

rekomendasi tindak lanjut) Dt 

Kepala Bagian 



KU : il 

Nama KPI 

KAMUS IKU BLDK 

Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk 

penyelenggaraan Peradilan 
# 

# Jumlah rekomendasi kebljakan hasil penelitian 

Mengukur jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan 

rekomendasi dalam penyelenggaraan peradilan, yaitu sebagal bahan rekomendasi Mengukur jumiah rekomendasi hasil penelitian dalam penyelengga-raan 
Definisi [penyusunan RUU, PERMA, SEMA, Pedoman/Standar di Mahkamah Agung, Penyusunan peradilan yang disampaikan secara resmi kepada Pimpinan dan Unit terkait 

ditahun berjalan Kurikulum Diklat, dil. 

{A/B) * 100% (A/B) * 100% 

Formula Perhitungan /A= Jumlah Laporan Penelitlan A= Jumlah Laporan Penelitian 

B= Target Laporan Penelitian B=Target Laporan Penelitian 

Satuan Digunakan # Jurnlah # Jumlah 

Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggl semakin balk) Positif (semakin tinggl semakin baik) 

Sasaran Diukur Meningkatnya kualitas hasil penelitian Meningkatnya kualltas hasll penelitian 

Sumber Data Laporan Penelitian Laporan Penelitian 

Periode Pengambilan Data Spot sesui jadwal penyelesatan laporan penelitian Spot sesul jadwal penyelesalan laporan penelitian ditahun berjalan 

Metode Pengambilan Data Arsip Pelaporan Arsip Pelaporan 

Frekuensl Pemantauan dan Pelaporan Positif (semakin tinggl semakin baik) Posltif (semakin tinggi serwakin balk) 

Threshold/ Ambang Kinerja < 100% o 100% — 

2. # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kediklatan 

>100% < 100% - 100% > 100% 

Penanggung Jawab Kapusdiklat Teknis Kapusdiklat Teknis 

1. #Jumlah standar layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan (1, # Jumlah standar fayanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan 
KPI Terkait dan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan 

2, # Indeks Kepuasan peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Kedikiatan 

Keterangan Lain Rekomendasi hasil penelitian terkait penyelenggaraan peradilan dalam bentuk memo dan 

'atau surat resmi kepada Pipinan dan unit terkait 
Rekomendast hasil penelitian terkalt penyelenggaraan peradilan dalam 

bentuk memo dan atau surat resmi kepada Plpinan dan unit terkait 



"REKAPITULAS! LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA INTERNAL PERIODIK (TW 1,2, 3, 4) TAHUN 2021 
"NAVA SATUAN KERIA I 
PERICDE PENGUKURAN 
PIMPINAN SATKER/ZAGIAN BAGIAN/ SUBBAGIAN )" coret yan tak perly 
PENANGGUNG IAWAD 

ILUSTRASI FORMULIR PEMANTAUAN KINERJA BALITBANG DIKLAT KUMDIL 

Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desemer 2021 

Fwanar/ Semester/ | s drgen | s dongen B 
Tonen piriy i e L) 

— oiat ) B E 96%, u 

oikat 1 25 2 e ERES B — 
[Meninghatya kompetensi SOM (% SOM Peradilan yang meringkat kompatensinya 
[Peradilan di Bidan Teknls Peradian |setelsh mengikutl diklat teknis peraditan ikt 1 25| 20 80w 20 80| 20 T 

Diiat IV 20| 1 e% 10| o5 19 

oiat v 5 < 200 5| 1008 5 
|IUMLAH CAPAIAN K 1 100 s e o 

Laporen 
Peneitan... i 9 = o ° 

e e |H9mah Lpcran el Pt dan pengerbangan| P27t 3 2| 200w e 2 
rensitisn can pargariticgu yang dimanfaatkan untuk penyelenggarsan Peradilan (Penelan... penyelenggaraan peraditan ren 1 1| 00% 1) 100%) * pepelian.. 

Lzporan el 1 1 100% 1| 100 1 
TUMLAH CAPAIAN kP12 4 4 100% 4 

1 o o o 

1), #iurish standr tayanan Penyelenggarasn 
Peneiitan dan Pengembangan dan Didt 1 2| 200% 22008 2 

1 3| 00 1| 100%) 1 

Meningkatnya standar layanan E| 1 oo o R B 
penyelenggaraan penelitan dan [Tureiah Indikator 1 3 4 o0% 3 
pengembangan dan pendidikan dan [2). # Indeks Kepuasaan Peserta Dikiat terhadap Iindeks kegiatan 410 % 72%) 3 petatihan Peryclenszaraan Kedikiatan Dicat 1 - 

ndeks Kegiatan Diciat 1 419 o esx e 4 
indeks Kegiatan 
LA 419 B 4 os 2 
indeks Fegiatan oy 219 o esx o ssx| 4 
0 giatan PRy 419 4 esx o s 4 

urmiah Indikator 2 £¥e) 38l oi% 38 
UMLAH CAPAAN K13 e 

it 1 o B sk 96 2 
N oSOV Peraian yang meningat Kompetensi setlah ikt S 25 oo T 23 
e oians ManGlemen 42N | engieuti Oiiat Manajemen don Kepernimplnan  [DiKat Il = 20| g% 80w % 
permpin Didat IV 20| 13 osx i5| o5l 19 

B S| oo 5/ 00%| 5 
[IUMLAH CAPAIAN KP1 & 100 P o1 



ILUSTRASI ANALISIS EFISIENSI 

SASARAN STRATEGIS 1 

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN 

AKUNTABEL 

Data Realisasi Tahun 2021 

Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 2021 Capaian Kinerja Target Realisasi Result 
1). Jumlah sisa perkara Jumlah perkara 
- Perdata 70% 65% 93% 50, 46| 93% 
- Pidana 100% 100%! 100%| 40 40, 100% 
2). Jumlah perkara yang ditangani 

- Perdata 70% 50%, 71% 100 71 71% 
- Pidana 100% 100%; 100%! 100 100 100% 

Rata-rata capaian kinerja fisik 85% 79%! 93%) 290 258 89% 
Rata-rata capaian kinerja keuangan 20.000.000.000 15.500.000.000 98% 20.000.000.000 19.500.000.000 98%; 

Biaya per perkara 68.965.517 75.623.269 Efisien 

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 efektif yaitu sebesar 93%. 

Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98% 

Karena capaian kinerja fisik (93%) < realisasi anggaran (98%), maka Sasaran 1 belum dicapai secara Efisien. 

Ketidakefisienan tersebut disebabkan tinggi perkara perdata yang tidak selesai tepat waktu 

Kerjasama dengan penggugat dan PA/PN lain. 

Belum ada 

Peningkatan kerjasama, pemastian keberadaan tergugat, kerjasama antar PA/PN 

Peningkatan transparansi atas kasus kasus yang mengajukan upaya hukum. 



CONTOH FORMAT LAPORAX KINERJA INSTANS PEMERINTAR 

Sictematika laporan yang dianpurican sdalah sebagal berkur: 

Babl  Pendavulusn 
Pada beb ini disakan pemjelasan \woum orpanisass, 
dengan pensicenan kepada mspek strategls organisasi 
sorta pumacalahan utuma fstrategic issued) yang sedang 
iedapt organisast 

BabIl Perencansan Kinesie 
Pada bab mi diraikan ringkasan/Uhtiar penasias 
Kineija tabun yang bersangieitan. 

BabIl  Akuntabeea Xinerja 
A. Capaian Kinare Organisast 

Pada sub bab it disaydean capaian kinens erganisas 
untuk teuap pemyataan kinerja sesaran strategis 
Organivas vesuini dengan havd pengulowran kisela 
organisast, Untuk satiap pemyatasn kinecs tasarmn 
Eategs tersabut dlalukan analicis capaian kinage. 
sabagm beriout: 
1. Membandingian antare targat dan reatisasi 
eanye tadsun il 

2. Membandingkan antara reslisast iinerfa sarta 
capainn inarja tahun ini dengan tahw lab dan 
eberape eabun taraidis; 

3. Membanaingkan realisass idneua sampal dengan 
SABU 6 dasagan ta5get Jangka emangan yang. 
tardapat dedas dolauman perencanaan strateg 
orpasact 

4. Membandngkan restitas: kinega tabun tnl 
dangan standar nasional (ika sdsi; 

§. Analists penyebab kaberhasilan/Kepagalan atau 
‘peningiatan/pemiruna kinena serta alternative 
tolusi yang wish dilalouicnn; 

O Analiss atas ehssans] pangrunaan sumber dayy; g i ! 

B Masticen Anggaran 
Padn wub bab ima dsarakan reslicass anggaran yang 
Gz dan yang teah digunalan untek 
mevudin idnes A WS dengan 
doleummen Pergasgian Kinesa. 

BasT Penurs 
Pads bab it dearadan wsmpulax Woum atas capaian 
ienena orpamssss wra laagab @t masa mundatng 
yang akxn diakican orpanisati untok memngkaton 
ineganya. 

Lemnpun 
1) Peganjian Kinena 
2 Lainlain yang diangsap peris 

egun 
s 
. 

ANAK LAMPIRAN 111/1.2 
CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAK DIREVIY 

Raviu bertayuan untuk memberikan keyaldnan terbatas aporan kinara 
telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. 
Berdasarkan ravii ke, tdak ferdapat kondisi atsu halhal yang 

o — — - 



A 

LAMPIRAN 5§ 
PERATURAN  MENTERE  PEXDAYAGLMAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI SIROKRAS! 
TEPUBLIK INDONESA NOMOR 53 TAMUN 2014 
TENTAXG. 
PETUNJUK  TEKNS  PERIANJIAN  XINERJA, 
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS. 
LAPORAX KINERIA INSTANSS PEMERINTAN 

PETURITK TRINS 
PRNYUSUMAN LAPORAX KINERJA INSTAKS! PEMERINTAN 

Pengestian Felnporan Kinogja 
Laperan kinerja marupakan bestuk akuntabilites dari pelaksansan cugas 
dan fungdl yang dipercayaken kepada tensp incianct pemerintah st 
penggunses  anggacen. Hal serpemting yang  diperlukas  dalam 
Ppemyusunen laporan kinea adalah penpiwran kinerie dan evaluaci 
tera penguagkapan (disclosure) cocara memadei hach analizic terhadap 
penguiuran kinesja. 

Tujuan pelaperan Kinesje 
1. Memberikan informast lonerja yang tervicur kepade pemberi mandas 

atas kinerfs yang telah dan sehorucnya dicapa, 
2. Sebagss upars pu Serkesinamb bag 
Pemerintah untik meninjkatian kinesnsya. 

Format laperas kinesja 
Pada decarnys laporan lonersa ditucun oleh zenop tngkatan organitact 
yang menywsun perianiion kinena dan menyakan nformact tentang: 
1. Uraisn cingket orgamtasi: 

Rencana den target kinerja yang dceinphon; 
Penguluran kinega: 
Evaluaci dan analisic kinerja untu cetap sasaran sateps atau Aaul 
program/kegiatan dan kondits terakhir yang tebaruinya terwignd. 

s
o
w
 

Anabisis i jugn deap atas ehtienc pengpunans sumber daya, 

(Conteh Parmat laporan kinarin srdapat pade anak lampwan 11/1) 

Penyampaian Lapsran Kinesn 
Pimpinan Ko sun dan meny L Keenn 
epada Punpican Uit Kerja. Punpinas wnit kerja menyusun laporan 
Kinersa tahunan tagkat unst kena berdaarkas peranian kinen yasg 
dicepakari dan menyampakanaya kepadn Mesteri/Pimpiman Lembaga. 

Menters/ Pimpiman... 

Menteri/Pimpizan Lembagn menyuiun Laporan Kmerja tahunan ungiat 
Kememurian/lombags  bedacasion  pesenjn  kinens  yang 

& i dan menyamprkan Senri Ke Menteri 
Perencanaan Pembangusan Nasiensl/Kepala Baden Parencamean 
Pembangunan Nasiensl dan Menten Pendeyaguossn Apararur Negara 
dan Reformac Birokraci palicg lambat 2 (dua) bulas seixh tabun 
snggacan Serakhur. 

Memter/Pimpinan  Lembaga dapat menetapkan sustm  peruapuic 
Pelakeanann internal mekanisme penyempeinn peremimn kinerim dan 
pelsporan kinuia. 

Kepala SKPD mesyucun L temaria. Berda pennzan 
Mneja  yenp  Gicepakes  dem  menyampakennye  kepada 
Gvbernur/Bupat/Walikers, paling Lambat 3 1dusl buien cateind tabun 
anggaran Surakhis. Bupan/Wekkots menyurun Laperan Kineris tabunen. 
Pemerntah  Kubupsten/Kota Serdacarkan pemamien Kinera yang 
ditand dan menp Gubernur, Menteri 
Perencanaan Nacional/Kepsla Badan P 
Pem N Pena Aparacur Negora das 
Raformass Burokeati, dan Mestert Dalam Xoger pabng lambac 3 (rigal 
bulan sewlak tahun snggaran berskhir 

& /BupA/ W wn  laperas 
berdatarkan  perenjien  kinenn  yamg  diwndaungesi  dan 

don " 

Kepaln Badan Per Pami Natiousl, 
Pendayagunann Apesarur Negara dan Refecmasi Birekraci, dan Menteri 
Daiam Neperi pelmg lamdat 3 iiga) dulsn cetslah tahun anggeran 
eraichr. 

Gubemnur/Bupat/Wablswa  dapat  menetapkan  cuats  penanjuk 
pelak ternat os 
pelnporan kinema. 

Pengukuran Kinesje 

Balah <ot fondasi stama daiarm menezapican mansjemen Kinee adeinh 
Penguinran kinerga dalam rangka menjamin adanys pesnghatan daiam 

Pelayanan pubhk dan meningkatian akuntabilstas dengan melakuken 

+ output dra yong aknn dus eharusnyn . 
nbkan terpudnya orgamsass yang 

Penguicuran e diskuln engan membaadisghan antara kiess 
yang lieharssnsal wads dengus kinea yang dibnrapkon. Pusguieuran 
kinena in: dilakukan wecara beskela (uiwalan) don tahunan. Pengukuran 

Dan Pemonndingan .. 
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den pembandingen kimenn dalam laporan kinesa harus culup 
menggambarkan posizi kinerja inztans: pemerintah. 

indikator Kinecje 
Indikator inerja sdaish ukuran keberhatilan yang menggnmbarkan 
wwyudnys kinerjs. tercapainya hacil program den hasil kegistan. 
Indikator kinerja instanss pemerintah harus zelarac antar ingkatan unit 
organizazi. Indikeator lanerja yang digunakan harus memenubi kriteria 
spetific. dapat divkur, dapat dicapas, relevan, dan zesuas dengan kurun 
walru tertentu. 

Indikator Kinecin Utama 
Indikator Xinerya Utama KUy merupakan uuran kebeshasilan yang 
menggambarican kinesja winma instansi pemerintah tesusi dengan tugac 
fngei certa mandar joore dusiness) yang diemban. IKU dipilih dari 
seperangkat indikator kinerja yang berhacl didentfikasi dengan 
memperhatican preces bisnis organitaci dan kriteria indikatos lanesja 
yang bak, (KU periu ditecaphan cleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ 
Pumerintah Daerah sebagni dater penaian wntuk tetiap vinghatan 
erganisasi indikator Kinerja pada singksr Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daeral sekurang-iurangnya adalah indikator hacil (outsome) 
cerunl dengan kewenangan. tugac dan fungsinya mecisgemacing. 
Indikator Junars pade unit kena (seringkat Exelon 1) adalah mdikater 
hasil fouteorie) dan atau keluszan foutpug) yang setingkat lebih tnger dan 
keluazan fougpus) unn kerja dibawahnyn. indikator kimena pada it kera 
fretingkat Eselon I) sekurang-kurangnyn adalah indikator keluasan 
fouspus. 

Pengumpulan Data Kinerje 
Sebagai salah taru bentuk trancparanci dan akuntabiite terta ustul 
memudahkan pengelolann kinesjs, makn data kinesja harus dikumpulkan 
dan dusngikum. Pengumpulan dan perangkuman haruz memperhaidan 
indikater lumeria yang digunakan, frekuenti pengumpulan dat, 
penanggunpewab, mekaname prehstungan dan media yang digunsken. 

ANAK LAMPIRANIt/ 1



pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing), dengan pilihan jawaban 
AA/A/BB/B/CC/C/D/E sesuai dengan gradasi nilai, sebagai berikut: 

Keberadaan: 

mwmmmwmmmm 
‘mandat kebijakam nasional. 
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%). 

% 

80 

70 

o Jikakualitas sehagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%). 

50 

30 

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%). 

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi 

0% -25%). 
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria 
penilaian akuntabilitas kinerja. 
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secara nasional 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan 
A 90 terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari 

pemenuhan kriteria tersebut. 

BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi {100%) sesuai 
dengan mandat kebfjakan nasional. 
Jika kualitas sebagian besar kyiteria telah terpenuhi (>75% - 

> 70 100%. 
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% 

B 80 75%). 
c 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 

50%). 
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai 

dipenuhi (>0% - 25%). 
B 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan 

kriteria penilaian akuntabilitas kinerja. 

Pemanfaatan: 

Jika kualitas seluruh kyiteria telah terpenuhi (100%) dan 
terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan 
‘secara nasional 

Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan 
yang bisa dihargai dari 

mkwn-nwuhhmémuhmwmumy sesuai 
dengan mandat kebijakan nasional. 
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 
100%). 
fihmmmmmmumpm 

0 75%). 
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 

S0 som). 
30 

[ 

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai 
dipenuhi (>0% - 25%). 
Jikasamtlmflfldak?daupaynthlampemmuhan B
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